BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya
mengenai sengketa cerai talak dalam Putusan Pengadilan Agama Padang

Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, maka ditarik kesimpulan sebagai

jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama (PA Padang)
cenderung kaku dan terbatas pada formalitas hukum acara pembuktian
saksi, sehingga menolak permohonan karena dianggap tidak memenubhi
syarat minimal pembuktian. Sebaliknya, hakim tingkat banding (PTA
Padang) bersikap lebih progresif dengan mengutamakan keadilan
substantif melalui penilaian ulang fakta (judex facti). PTA Padang
menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan telah gagal dan kondisi rumah
tangga telah pecah (breakdown marriage) sehingga tidak mungkin lagi
untuk dipertahankan.

2. Tinjauan yuridis perspektif SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa
PTA Padang telah menerapkan aturan tersebut secara tepat dan
komprehensif. Fakta perpisahan tempat tinggal yang berlangsung selama
16 bulan telah melampaui ambang batas minimal 6 (enam) bulan yang
disyaratkan SEMA. Kombinasi antara durasi pisah rumah yang panjang
dan gagalnya seluruh upaya mediasi menjadi bukti yuridis yang kuat
bahwa unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi" telah terpenuhi
secara sah menurut pedoman Mahkamah Agung.

5.2. Saran

1. Majelis Hakim disarankan untuk lebih berani menggali kebenaran
materiil dengan menggunakan parameter objektif SEMA No. 3 Tahun

2023, seperti durasi pisah rumah, sebagai tolok ukur utama keretakan
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rumah tangga daripada hanya terpaku pada kebenaran formal prosedural
saksi.

Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih rinci
mengenai pembuktian fakta perpisahan tempat tinggal guna menyatukan
persepsi antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga
disparitas putusan dalam perkara serupa dapat diminimalisir.

. Masyarakat dan para pencari keadilan disarankan untuk mengedepankan
upaya damai secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur litigasi, serta
memahami bahwa pembuktian alasan perceraian kini memiliki standar

waktu yang sangat terukur sesuai dengan regulasi terbaru.
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